
 

 
 

                                          PROVINSI BANTEN 

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN 

NOMOR: 188.44/Kep.11-Huk/2019 

TENTANG 

PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA  

PERIODE 2019-2022 

WALIKOTA TANGERANG SELATAN, 

 
 

Menimbang : a. bahwa Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Tangerang 

Selatan telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota 

Tangerang Selatan Nomor 476/Kep.55-Huk/2017 

tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga; 

b. bahwa dalam rangka optimalisasi kepengurusan Pusat 

Pembelajaran Keluarga, maka Keputusan Walikota 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Keputusan Walikota tentang Pembentukan Pusat 

Pembelajaran Keluarga Periode 2019-2022; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3886); 

  2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) 

sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5606); 

SALINAN 
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  3.  Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi 

Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4935); 

  4.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

  5.  Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 

Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5080); 

  6.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 

Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi 

Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 319, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5614); 

  8.  Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang 

Konvensi Hak-Hak Anak (Lembaran Negera Republik 

Indonesia Tahun 1990 Nomor 57); 

  9.  Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang 

Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan  (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59); 

 



- 3 - 
 

 

  10.  Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam 

Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 60); 

  11.  Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang 

Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak  

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011       

Nomor 168); 

  12.  Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak  (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169); 

  13.  Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012       

Nomor 170); 

  14.  Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang 

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189); 

  15.  Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang 

Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72); 

  16.  Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 

Tahun 2018 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah 

Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan 

Nomor 92); 

  17.  Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 55 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, 

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan 

Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan (Berita 

Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 55); 
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Memperhatikan : 1. Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan 

Nomor: 188.44/031/Bid-PPA Tanggal 30 Januari 2019 

perihal Permohonan Penandatanganan Draft Keputusan 

Walikota Tangerang Selatan; 

2. Berita Acara Pergantian Kepengurusan Puspaga Kota 

Tangerang Selatan Nomor 463/197/DPMP3AKB. 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan :  

KESATU : Membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga Periode 2019-

2022 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Keputusan Walikota ini. 

KEDUA : Pusat Pembelajaran Keluarga sebagaimana dimaksud 

Diktum KESATU, mempunyai uraian tugas sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.  

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kota Tangerang Selatan. 

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan 

Walikota Tangerang Selatan Nomor 476/Kep.55-Huk/2017 

tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga, dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan 

perbaikan sebagaimana mestinya. 

                                                                    Ditetapkan di Tangerang Selatan 

pada tanggal  7 Januari 2019 
                                                                                     WALIKOTA 

TANGERANG SELATAN, 
                                                                                           ttd 
                                                                        AIRIN RACHMI DIANY 
Tembusan: 

Inspektur Kota Tangerang Selatan. 
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